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ABSTRACT 

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is one of 

Indonesia’s national strategic projects aimed at accelerating legal land ownership 

for the public. In its implementation, determining the PTSL location is a crucial 

step that affects the achievement of output targets, namely the Land Parcel Map 

(PBT) and Land Ownership Certificate (SHAT). Since 2021, the Ministry of 

Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has 

directed land offices to apply the 3M strategy (Approach, Merge, and 

Comprehensive) to improve efficiency and effectiveness. However, in the 

Temanggung Land Office, several anomalies were found where some selected 

villages did not follow the principles of 3M. This study aims to analyze how the 3M 

strategy is implemented and what factors influence its alignment. 

This research uses a descriptive qualitative method, with data collection 

techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The 

informants consist of employees from the Temanggung Land Office who are directly 

involved in PTSL activities. Data were analyzed through data reduction, data 

display, and conclusion drawing. The analytical framework used is based on the 

implementation strategy theory by Wheelen and Hunger, which emphasizes three 

aspects: program, budget, and procedure. 

The results indicate that the 3M strategy has been applied since the issuance 

of the 2021 technical guidelines. However, obstacles such as village preparedness, 

geographical conditions, community culture, K4 field data, and target transfers 

from other land offices hinder full alignment with the 3M strategy. On the other 

hand, local government support and strong team motivation act as driving factors. 

In conclusion, while the 3M strategy provides many benefits in improving 

operational efficiency, its implementation requires flexibility and ongoing 

evaluation to adapt to field conditions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan pemerintah yang 

dilakukan secara berkelanjutan untuk mengumpulkan, mengolah, dan 

menyimpan data mengenai kepemilikan, luas, batas bidang, letak, hak yang 

melekat, penggunaan dan lain-lain pada suatu bidang tanah. Proses 

pendaftaran tanah mencakup pengukuran, pemetaan, dan pencatatan data 

dalam bentuk buku tanah dan surat ukur serta salinan dari keduanya yaitu 

sertipikat tanah yang diterbitkan untuk pemilik tanah (Anjany dkk., 2019). 

Adapun tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 

menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah dan untuk dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan 

(Mujiburohman, 2018). Pelaksanaan pendaftaran tanah dibagi menjadi 2 

yaitu pendaftaran tanah pertama kali yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997, serta pemeliharaan data pendaftaran tanah (Avivah dkk., 2022). 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilaksanakan dengan 2 cara 

yaitu secara permohonan mandiri yang dilakukan oleh pemohon yang akan 

mendaftarkan tanahnya melalui kantor pertanahan setempat disebut dengan 

pendaftaran tanah sporadik, kemudian inisiasi dari pemerintah untuk 

mendaftarkan tanah dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau sebutan 

yang setingkat dengan itu dengan serentak disebut dengan pendaftaran tanah 

sistematik (Marryanti & Purbawa, 2018). 

Inisiasi dari pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melakukan 

percepatan pendaftaran tanah dilakukan dengan berbagai program/proyek 

antara lain Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and 

Policy Development Project (LMPDP) atau proyek ajudikasi, Larasita, dan 

Program Nasional Agraria (Prona), namun program/proyek yang telah 
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dilaksanakan tersebut belum bisa memenuhi target pendaftaran tanah di 

seluruh Indonesia (Mujiburohman, 2018). Dilihat dari data yang dilaporkan 

Kementerian ATR/BPN tahun 2018, bidang tanah yang sudah terdaftar 

sejumlah 44 juta dari sekitar kurang lebih 126 bidang tanah yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia, dengan kata lain masih kurang 82 juta bidang 

tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat (Artika & Utami, 2020). 

Pada masa pemerintahan Joko Widodo terciptalah sebuah program strategis 

untuk mendorong percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditetapkan melalui 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang percepatan Program Nasional 

Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis yang direncanakan program 

ini dapat selesai pada tahun 2025 (Wahyono, 2018). Program PTSL 

meningkatkan target bidang tanah terdaftar yang semulanya paling 

maksimal berada di angka 500.000 pertahun menjadi 5 juta bidang tanah 

terdaftar pada tahun 2017, angka tersebut akan semakin meningkat pada tiap 

tahunnya karena jumlah bidang tanah belum terdaftar di seluruh wilayah 

Indonesia yang masih banyak (Ashwan, 2020). Tujuan PTSL adalah untuk 

mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan Hak Atas Tanah 

masyarakat dengan berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil 

merata dan terbuka serta akuntabel. Selain itu, kegiatan PTSL juga bertujuan 

untuk memenuhi ketersediaan peta pendaftaran tanah secara lengkap desa 

demi desa. 

Pada pelaksanaan PTSL di seluruh wilayah Indonesia, terdapat 

sebuah Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN 

sebagai panduan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di setiap daerah 

agar mewujudkan persamaan persepsi pada setiap tahapannya. Penerbitan 

Petunjuk Teknis PTSL ini dilakukan setiap tahun, karena Petunjuk Teknis 

PTSL bersifat adaptif dan fleksibel sesuai keadaan setiap tahun yang selalu 

berubah-ubah, tujuannya agar tetap sejalan dengan regulasi terbaru dan 

mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan PTSL berdasarkan evaluasi 
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dari tahun sebelumnya. Salah satu tahapan yang ditambahkan adalah 

prosedur penetapan lokasi PTSL pada Petunjuk Teknis PTSL tahun 2021 

yaitu menyebutkan strategi penetapan lokasi melalui 3M (Mendekat, 

Merapat, dan Menyeluruh). Strategi penetapan lokasi tersebut dirancang 

bertahap dan terstruktur dimulai dari desa per desa yang akan membentuk 

kecamatan lengkap, kemudian dari kecamatan lengkap akan membentuk 

kabupaten/kota lengkap. Rangkaian kabupaten/kota lengkap akan terbentuk 

provinsi lengkap, sampai akhirnya menciptakan Indonesia lengkap atau 

seluruh wilayah Indonesia terpetakan. Dirjen Penetapan Hak dan 

Pendaftaran Tanah, Windayana (2020) menjelaskan terkait strategi 3M ini 

diperlukan sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan PTSL tahun-tahun 

sebelumnya yang belum dapat mencapai target jumlah Desa Lengkap, 

karena capaian Desa Lengkap tersebut dibutuhkan untuk mendukung 

transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Perencanaan yang matang 

dan persiapan yang komprehensif dari pemerintah pusat melalui 

Kementerian ATR/BPN menjadi peran penting sebagai kunci pelaksanaan 

PTSL, seperti perancangan strategi, kebijakan, dan pedoman pelaksanaan 

(Suharto & Supadno, 2023). 

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, sebagai salah satu 

satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah telah menjalankan 

program PTSL sejak tahun pertama ditetapkannya sebagai Program 

Strategis Nasional yaitu pada tahun 2016. Penetapan lokasi PTSL yang 

dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dimulai dari 

daerah pinggiran atau ujung terluar dari daerah perkotaan. Hal ini dilakukan 

karena adanya jumlah target penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 

dan Peta Bidang Tanah (PBT) yang cukup tinggi, sehingga penetapan lokasi 

desa/kelurahan yang berada di tengah kota atau berada di daerah perkotaan 

Temanggung tidak bisa ditetapkan pada awal fase pelaksanaan PTSL. Pada 

tahun 2020, sebelum adanya strategi 3M yang disebutkan pada Petunjuk 

Teknis PTSL tahun 2021, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung sudah 

menerapkan penetapan lokasi dengan memilih wilayah desa/kelurahan yang 
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berdekatan dengan desa lengkap yang sudah ada di Kabupaten 

Temanggung. Hal tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Temanggung karena telah dipilihnya wilayah kecamatan yaitu Kecamatan 

Tembarak dan Kecamatan Kandangan sebagai target kecamatan lengkap 

yang pertama kali serta untuk mendorong terpenuhinya penilaian kualitas 

desa lengkap per kabupaten di seluruh wilayah yang dilakukan oleh 

Kementerian ATR/BPN. Strategi 3M tanpa disadari telah menjadi pedoman 

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam menetapkan lokasi PTSL 

di tahun 2021, melihat kenyataannya bahwa pada tahun sebelumnya sudah 

menerapkan penetapan lokasi berbasis kecamatan lengkap. 

PTSL pada tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung 

telah menerapkan prinsip dari strategi 3M dalam menetapkan lokasi dengan 

mendekatkan dan merapatkan ke wilayah yang sudah memperoleh kategori 

desa/kelurahan lengkap dalam lingkup satu kecamatan yang sudah terdaftar 

pada PTSL tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dalam pelaksanaannya 

masih terdapat beberapa desa/kelurahan yang ditetapkan berada di luar 

wilayah kecamatan dari desa lengkap yang sudah tercipta, ini menjadikan 

gap antara peraturan yang telah ditetapkan dengan implementasinya yang 

masih kurang sesuai. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Strategi 3M dalam 

penetapan lokasi PTSL di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 dan 

tahun 2022 menggunakan analisis implementasi strategi menurut Wheelen 

& Hunger (2012) yang menjelaskan bahwa dalam implementasi strategi 

perlu memperhatikan 3 hal yaitu program, anggaran, dan prosedur. Dengan 

demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Analisis 

Implementasi Strategi Mendekat, Merapat, Menyeluruh (3M) dalam 

Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Temanggung”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, 

maka dirumuskan maslah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang memengaruhi penerapan Strategi 

Mendekat, Merapat, Menyeluruh (3M) dalam penetapan lokasi 

PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung pada tahun 

2021 dan 2022? 

2. Bagaimana penerapan Strategi 3M dalam penetapan lokasi 

PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung pada tahun 

2021 dan 2022? 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan 

Strategi Mendekat, Merapat, Menyeluruh (3M) dalam penetapan 

lokasi PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung 

tahun 2021 dan 2022. 

2. Menganalisis kesesuaian penerapan Strategi Mendekat, 

Merapat, Menyeluruh (3M) dalam penetapan lokasi PTSL pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung terhadap Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan PTSL tahun 2021. 

D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

akademik dan empiris sebagai berikut: 

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pengetahuan ilmiah tentang implementasi 

strategi PTSL, khususnya strategi dalam menetapkan lokasi 

Kabupaten/Kota. Hal ini dapat memperkaya literatur akademis 

terkait kesesuaian antara perumusan kebijakan dengan 

implementasinya di lapangan. 
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2. Secara empiris, hasil penelitian dapat memberikan panduan 

praktis kepada pihak berwenang, seperti pemerintah pusat, 

dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan 

kualitas pelaksanaan PTSL. Rekomendasi pencegahan yang 

dihasilkan dapat diimplementasikan sebagai langkah-langkah 

konkret untuk perbaikan sistem. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung 

dari tahun 2017 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah target 

SHAT maupun PBT. Dalam pelaksanaan setiap tahunnya mengalami 

perubahan juknis dalam pengaturan pelaksanaannya, kemudian juknis 

PTSL Tahun 2021 menjadi awal strategi 3M diciptakan. Tentunya pada 

pelaksanaan di berbagai daerah mengalami kendala dan tantangan tersendiri 

dalam melaksanakan kegiatan PTSL sesuai dengan strategi 3M dan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Temanggung menjadi salah satu pelaksananya. 

Kesimpulan dari hasil penelitian implementasi strategi 3M di Kantor 

Pertanahan Kabupaten sebagai berikut: 

1. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan strategi 3M dalam penlok PTSL 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 dan 

2022 terbagi menjadi 2 yaitu faktor yang menghambat dan faktor yang 

mendukung penlok menggunakan konsep strategi 3M. Faktor yang 

menghambat pelaksanaan strategi 3M dalam penlok PTSL di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Temanggung yaitu: kesiapan desa; kondisi 

geografis; kultur budaya dan kultur budidaya; data yang tersedia di 

Kantor Pertanahan; limpahan target dari Kantor Pertanahan lain; volume 

target PBT dan SHAT yang tinggi. Faktor yang mendukung pelaksanaan 

strategi 3M dalam penlok PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Temanggung yaitu: dukungan pemerintah daerah; semangat tim Kantor 

Pertanahan; kesiapan desa. 

2. Penerapan strategi 3M dalam penlok PTSL di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 dan 2022 ditinjau dari 3 aspek 

program, anggaran, dan prosedur. Program PTSL dengan strategi 3M 

dalam menetapkan lokasi desa/kelurahan memberikan banyak kelebihan 

seperti efisiensi mobilisasi, efektivitas sosialisasi, serta kemudahan 

koordinasi antar desa dalam satu kecamatan yang sama, namun terdapat 
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tantangan dalam pelaksanaannya yaitu pencapaian SHAT yang rendah 

karena rendahnya antusias masyarakat, banyaknya bidang K4 dalam 

satu desa/kelurahan yang mengakibatkan kurangnya pencapaian bidang 

baru yang dapat diukur serta menyulitkan proses pemetaan. Anggaran 

menjadi patokan pelaksanaan PTSL, karena anggaran tersebut dibuat 

berdasarkan target yang telah ditentukan dari Kementerian ATR/BPN 

kepada satker yang ada di kabupaten/kota yaitu Kantor Pertanahan. 

Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah target SHAT yang tinggi, sehingga 

penlok PTSL harus di desa/kelurahan yang siap dari segi antusias 

masyarakatnya. Prosedur yang dilaksanakan dengan cara membuat 

daftar desa/kelurahan se-Kabupaten Temanggung kemudian menilai 

prioritas menggunakan antusias masyarakat, jumlah bidang tanah, 

jumlah bidang bersertipikat, jumlah K4. Pada tahun 2021 penlok 

difokuskan ke desa/kelurahan yang mempunyai bidang K3 backlog 

yang tinggi dan juga menetapkan lokasi 2 desa yang ada di perkotaan 

sebagai ‘percobaan’ untuk melihat tantangan dan kendala yang akan 

dihadapi di tahun-tahun akhir pelaksanaan PTSL. Penlok yang 

ditetapkan pada tahun 2022 sesuai dengan 3M karena sudah ditentukan 

berdasarkan roadmap dari tahun 2022-2025, meskipun masih terdapat 

desa/kelurahan yang ditetapkan di luar kecamatan yang sama namun hal 

itu ditujukan sebagai ‘pancingan’ bagi desa/kelurahan bersebelahan. 

B. Saran 

1. Bagi Kementerian ATR/BPN dalam membuat kebijakan perlu 

memperhatikan seluruh daerah di Indonesia, karena tidak seluruhnya 

memiliki kondisi yang ideal. 

2. Bagi Kantor Pertanahan lain supaya menjadikan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Temanggung sebagai contoh dalam melaksanakan PTSL 

menggunakan strategi 3M. 
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